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PUTUSAN
Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Amt
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang
majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Amuntai, 06 Oktober 2000
(umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Amuntai, 08 Februari 2002
(umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan dahulu xxxxXx,
pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya
dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13

Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari

itu juga dengan register perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Amt,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan sirri

pada tanggal 26 Desember 2020 dan melangsungkan pernikahan secara

resmi pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 di Kantor Urusan Agama
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XXXXXXXXX  XXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
060/06/V1/2021, tanggal 10 Juni 2021 dari Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX
XXXXXXX, XXXXKXXXX XXXX XXXXXX XXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx XXXXxx XXxxX selama kurang
lebih 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di
daerah Samarinda selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah tempat
tinggal lagi ke rumah sendiri di xxxx xxxxxx xxxxx selama kurang lebih 1
tahun 6 bulan, kumpul baik selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan dan
kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah
kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang
bernama Anak, NIK XxXXxXxxxxxxx , tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Utara
15 April 2021 (Laki-laki), Pendidikan Belum Sekolah dan sekarang diasuh
oleh Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
a. Tergugat sering kali mengkonsumsi minuman yang memabukkan
seperti minuman keras serta Tergugat mengkonsumsi narkotika jenis
Sabu;
b. Tergugat sering kali bermain judi menggunakan judi online, hal ini
Penggugat ketahui karena Tergugat menggunakan handpone milik
Penggugat pada saat main judi online tersebut;
c. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal
ini Penggugat ketahui dari chattingan mesra Tergugat di media social
milik Tergugat bahkan Tergugat sering kali melakukan kominikasi lewat
video call dengan wanita tersebut;
d. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan
sehari-hari karena sebagian besar penghasilan Tergugat digunakan
untuk kebutuhan Tergugat saja tanpa memperhatikan dan
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memperdulikan kebutuhan rumah tangga, sehingga kebutuhan rumah
tangga lebih sering dipenuhi dari hasil usaha Penggugat sendiri;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 27 September 2023

yang disebabkan masalah Tergugat yang sering kali bermain judi online,

setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat
tinggal yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama

di rumah sendiri di xxxx xxxxxx xxxxXx karena keinginan Tergugat sendiri

dan diketahui oleh Penggugat yang hingga saat ini pisah tempat tinggal

selama kurang lebih 7 bulan;

6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum

pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha

untuk rukun dari Tergugat sering kali dilakukan namun tidak berhasil;

8. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai dengan

Surat Keterangan Ghaib Nomor: 299/0175/07.2015/V/2024, tanggal 07 Mei

2024, meskipun demikian Penggugat tetap berusaha mencari dan

menanyakan kepada teman dekat dan keluarga Tergugat tetapi mereka

tidak ada yang mengetahuinya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam

proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;
Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah
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datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
datang menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas nomor
225/Pdt.G/2024/PA.Amt melalui Radio Gema Kuripan Amuntai tanggal 14 Mei
2024 dan tanggal 14 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis telah
berupaya maksimal menasihati Penggugat agar bersabar menunggu
kedatangan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan
Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 060/06/VI/2021 atas nama
TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama  XXXXXXXXX  XXXXXXX  XXXXXXXXX  XXXX  XXXXXX XXXXX Provinsi
Kalimantan Selatan, tanggal 10 Juni 2021, bermeterai cukup, telah
dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata
cocok, dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx atas nama PENGGUGAT
(Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXxXX, tanggal 13 Juli
2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan

dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
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3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 299/183/07.2015/V/2024 atas nama
Tergugat yang dikeluarkan Kantor XXxX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX, tanggal 13 Mei 2024, bermeterai cukup,
telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata
cocok, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Keterangan Ghain Nomor 299/0175/07.2015/V/2024 atas
nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx XXXXXX XXXXX
XXXXXKXXXX XXXXKXX XXXXXXXXK XXKXX XXXXXX XXXXX, tanggal 07 Mei 2024
dan diketahui oleh Kantor Camat XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX
XXXXXX XXXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos (nhazegelen), telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA, la mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan
dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada
Bulan Desember tahun 2020 dan saksi kenal dengan Tergugat sejak
Tergugat menikah dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orang tua Penggugat di Desa Karias kemudian pernah juga
merantau ke kota Samarinda dan terakhir kumpul kembali di rumah
orang tua Penggugat di XXxX XXXXXX XXXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak laki-laki
bernama Muhammad Syakir;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 sudah
terlihat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang semakin hari semakin sering dan memuncak;
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Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, dan
justru Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga;

- Bahwa penyebab lain yang Saksi ketahui dari cerita Penggugat
adalah Tergugat suka mabuk-mabukkan karena mengkonsumsi obat
terlarang dan main judi online dan juga Tergugat mmeiliki hubungan
asmara dengan wanita lain;

- Bahwa saksi sering mendengar langsung perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika mereka tinggal
di rumah Saksi;

- Bahwa pada akhir bulan September 2023 merupakan puncak
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan
setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah
kediaman bersama dan tidak pernah datang lagi sehingga
menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah sudah sekitar 1 tahun
hingga gugatan ini disidangkan (7 bulan lebih ketika Penggugat
mengajukan gugatan cerai a quo);

- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah pisah
tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang
dan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat
sekarang meskipun Penggugat pernah berusaha mencarinya;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah
mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali
berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan

Tergugat karena Tergugat tidak ada kabar berita dan sebelum pergi

Tergugat menyerahkan Penggugat kepada Saksi dan menyatakan

tidak akan kembali ke rumah kediaman bersama;
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2. SAKSI 1, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx
XXXXX XXX, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx RT. 01 Nomor 20,
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXK XXXX XXXXXX XXXXX, |a mengaku sebagai
teman Penggugat sejak kecil dan di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah temanPenggugat sejak kecil hingga sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada Bul
an Desember tahun 2020 dan saksi kenal dengan Tergugat sejak
Tergugat menikah dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orang tua Penggugat di Desa Karias kemudian merantau k
e kota Samarinda dan terakhir kumpul kembali di rumah orang tua P
enggugat di XXXX XXXXXX XXXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak laki-laki ber
nama Muhammad Syakir;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 sudah
terlihat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang semakin hari semakin sering dan memuncak;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup,
Tergugat malas bekerja dan lebih banyak santai di rumah sehingga P
enggugat yang menjadi tulang punggung keluarga;

- Bahwa penyebab lain yang Saksi ketahui dari cerita Penggugat adal
ah Tergugat suka mabuk-mabukkan karena mengkonsumsi obat terla
rang dan main judi online dan juga Tergugat mmeiliki hubungan asm
ara dengan wanita lain;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan mengetahui dari
cerita dan curhatan Penggugat kepada Saksi;
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- Bahwa pada bulan September 2023 Tergugat pergi meninggalkan Pe
nggugat dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah datang lagi
sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah selama 7 bul
an lebih (hingga Penggugat mengajukan gugatan cerai a quo);

- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah pisah
tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang da
n tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat,
namun Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat se
karang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah
mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali
berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat tidak ada kabar berita dan sebelum pergi T
ergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Pengugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan
menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada
pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10
Juni 2021, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak tahun 2022
antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan
hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat dan selama pisah antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan
kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,
maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti P.2
berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (KepalaKeluarga), dan
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bukti P.3 berupa Surat Keterangan perbedaan penulisan nama ayah Penggugat
dan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, asli
dari bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta
autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan
aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut
menerangkan tentang hal/kejadian yang relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 sebagai
akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti
bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada
tanggal 26 Desember 2020 sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa identitas
Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat
dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Syakir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa
terdapat perbedaan penulisan nama ayah Penggugat di dalam buku Kutipan
Akta Nikah yaitu Rusli dengan penulisan nama ayah Penggugat di data
Kependudukan (Kartu Keluarga) yaitu Muhammad Rusli dan hal tersebut
dikuatkan dengan surat keterangan dari Kantor Kepala Desa setempat yang
menyatakan bahwa seorang laki-laki yang bernama Rusli maupun Muhammad
Rusli adalah orang yang sama, sehingga sebagai solusinya nama ayah
Penggugat memakai alias sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka terbukti bahwa Tergugat
telah pergi dan tidak berada di Desa Karias Dalam, Kecamatan Banjang
XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX sejak tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: Pitriani binti Hamsan dan Putri Veronika binti Kastalani, keduanya telah
memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
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relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan
pernikahan pada tanggal 10 Juni 2021;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniail orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis,
akan tetapi sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus-menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas
bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat,
dan Tergugat yang suka mabuk-mabukkan, main judi online dan bahkan
menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

- Bahwa sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah
tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 7
(tujuh) bulan;

- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya karena Tergugat tidak pernah
datang dan tidak pernah mengirim kabar berita tentang keberadaannya;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi
tidak ada yang mengetahuinya;

- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha
menasihati agar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi Penggugat tidak

mau,

Pertimbangan Petitum Perceraian
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti
bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh)
bulan hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan salah seorang Saksi tidak ada yang
pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan
Tergugat, namun mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun
kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim
berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi
dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken
marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan
perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
Tahun 1991 sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari
hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing
pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru
mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas
keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah figih yang
terdapat di dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya
diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

tlaadl cd> o ol awlaa]l <))
Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil

maslahat”.
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Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip
pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis

Hakim yang berbunyi:

1. Kitab al-Figh al-Islamiy wa Adillatuh Juz VIl halaman 527:

bl s ¥ iz £l i g piallgl Bliil) 5, aill
931—4_9L0—52-? a-&-?ﬁ)“

Artinya :“Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya
kemudharatan, sebagai  pencegahan atas terjadinya
persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan
perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana’;

2. Kitab Al-Figh al-Islamiy wa Adillatuh Juz VII halaman 527:
ol O Lkl (uolall a_sdg; s3Il N all

Artinya :“Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah
talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum lIslam, atau setidak-tidaknya gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka
gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain
shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
boleh melakukan akad nikah baru;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang
berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan
Agama Amuntai pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh Rabiatul
Adawiah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrun, M. Sy. dan
Taufik Rahman, S.H.l., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj.
Khairunnida, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rabiatul Adawiah, S.Ag

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Drs. H. Syamsi Bahrun, M. Sy. Taufik Rahman, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Khairunnida, S. Ag.

Perincian biaya:
- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 300.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00

Jumlah 'Rp 445.000,00
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